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DPR Didesak Tuntaskan
RUU PPRT sehelum 2024

Dibutuhkan regulast berbentuk undang-undang
untuk mendorong kondist HAM yang kendusif
bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak

pekerja rumah tangga,

Rizk) NaziH
regoksiEmen R REs . com

EWJELANG Harl Pekerja
Rumah Tangza (PRT)
Mastonal pada 15
Februari mendatang,
desakan pengesahan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan
Peketja Fumah Tanges (RUL PPED)
menjadi undang-undang vleh DFR
menguat sehalum masa sidang her-
akduir, "1 mementum yang peoting,
selain masa sidang vang segara her-
akhir, pada 15 Februar 2023 adalah
Hari Pekerja Rumah Tanggs Nasio-
nal." kata Ketua Kemnas HAM Atnike
Nova Sigiro i Jakarta, kemarin,
Sepanjang 2017- 2022, |ALA PRT
mendokumentasikan setidaknya
terdapat 2.637 kasus kekerasan
terhadap PRT seperti kekerasan

elnami (tdak diga)), dipetong agen
semena- menal, kekerasan psikis,
kekerasan fisik, dankakerasan
seksual

Komnas HAM, kata Atnike, juga
kerap menerima pengadian kosus
PRT vang mengalami pelangsaran
hak asasi manusia, antara lain
gaji tidak dibayar, hilang kontak,
kekerasan, perdagangan orang, dan
kekerasan scksual

“Pekerja rumah fangga merupa-
kan salab satu kelompok mar-
final atau kelompok rentan yang
kasus-kasusnya juga banyak diady
kan ke Komoas HAM. Yang mere-
fleksilan pekerjaan rumah tangga
(u terjadi karena mercka tdak
mendapatkan statns yang resmi
sebagan pekerja rumah tangga e
hingea hak-hak mereka sahagai se-
orang pekeria kerap diahaikan oleh

pemberi kerja,” imbuhinya,

Kommnas HAM pada 2021 telah
melakukan pengkajian dan peneli-
tan tentang pekeriaan vang layak
bagi PET dan urgensi pangasahan
RUL PP sebagai undang=undang
Berdasarkan hisil kajian tersabut.
Komnas HAM herkesimpulan antira
lain biahwa untuk dapat mendorong
knndisi HAM yanp knndusif bagi
penghormatan, perlindungan. dan
pemenuhan hak-hak PRT dibutuh-
kan regulas) yang melindung dalam
bentuk undang-undang.

Ketuk palu

Menko Polhikam Makifud Mi
melnta RUU PPRT seera dasabkan
sehelum 2024, “Undang-undang
FPRT merupakan ulang pemerin-
tah kepada para pekarja rumah
rangga, [adi RULPRRT ind harus i
sahkan sebelum tabun 2024, terang
Mahfud

L mengatakan pemerintah masih
menunggu LFR untuk membahas
RUL PPRT, Merurut Mahfud, peme
rintah sudah siap jika BPE memba-
has hal tersebut

Senada, Menteri Ketenagakerjaan
{Menaker) [da Fauzivih menyatakan
pemerintah siap menyambut BUL
FFRT enjadi BUU ingslatil BER RL
Menaker mengatakan pemerintah
telah heberapa kali menggalar focus
group discussion (FGIentang BUU
FFRT, haili FGD di internal maupun
dengan stakeholder. "Begitu RUT ini
selesal menjadi RUU iisiatif PR,
maka prmerintah sudah siap, Posist
pemerintah henar-henar sudah siap
karena pemerintah telah mendis-
kusikannya,” kata dia,

Di Lain pihak, anggota Komisi 15
DPR [rmi Suryiani Chaniago mengs-
takan RUU tersebur hanya tinggal
dliketuk paludalam Rapat Parlpurna
(PR, Menurut [rma, Presiden Joko
Widodo pug sudah meminta BUU
ini untuk segera disahkan,

“RUL ind tinggal disahkan di rapat
paripurna dan Presiden pun sudah
minta DPX segera mengesahkan
Harusiya DER sebagal wakil rakyal
lebibmemiliki keberpihakan kepada
rakyal, Bukannya malah mepunda-
nunda," cetus [rma sast dihubungi,
kemarin, GAmiF ik MGN AR
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